
5. Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan l\leqara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T;:lhun 200·1 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbanqan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentanq Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 108 Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndone.na Nomor 4548); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tuhun 1958 centang Pernberuukan 
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

bahwa dengan ditetapkannya Pe.aturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang 
Pemberdayaan Sadan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana. 

' 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Jernbrana . Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Perangkat 
Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daereh 
Kabupaten Jembrana Nomor 2); 

16. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 32 Tahun 2006 tentang 
Uraian Tugas Sadan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Per.gaduan 
Masyarakat di Ungkungan Departemen Oalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah. 

t 3. r,~raturan Mentcri Dalam negeri Repubhk Indonesia Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cera Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemeirntah Daerah. 

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pe.9awai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4019 ); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan t.ernbaran Negara Republik Innoncsia Nomor 4018), 
sehaoatrnana tP.!;1t, diut1c1h donqan Pei ~lt\11,Hl Perncrinlal1 Nornor 
13 Tahun 2001. (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Re;publlk 
Indonesia Nomor 4194 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Inc1onesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

7. Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan pengawasan atas 
pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten meliputi : 
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di dacrah yang berstrat 

wajib. 
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat 

pilihan. 
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menurut tugas pembantuan. 

Bagian Kesatu 
Pasal 2 

BAB Il 
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

ATAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah kabupaten Jembrana 
1.. Pcrncrintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana 
J. Kcpala Daerah adatah Bupati Jembrana 
'1. DrRD .id;il.ill lkw.:111 r1•,wt1k1l,in R;1ky~1l D~IL't .iii Kiibupatcn 

Jembrana 
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oteh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah mcnurut Asas Otonorni dan Tugas Pernbantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daereh 
adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien can efektif sesuai 
dengan rencana dan ketentuan Peraturan perundang 
Undangan. 

7. Inspektorat Kabupaten adalah Badan rengawas Daerah 
Kabupaten Jembrana. 

8. Inspektur Kabupaten adalah Ke1;·n1a Badan Pengawas Daerah 
Kabupaten Jembrana. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEMBERDAYAAN 
BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



Inspektur Kabupaten manyampaikan rnasukan tentanq kebijakan 
pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 
pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Propinsi dan 
Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri 

Bagian Kedua 
Pasal 7 

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya melalui : 
a. Pemeriksaan reguler/Komprehensip sesuai denqan Rencana 

Kerja Pemeriksaan Tahunan; 
b. Pemeriksaan Berkala atau sewaktu-waktu maupun 

pemeriksaan terpadu; 
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu-waktu 

dari unit/ satuan akerja; 
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 

terjadlnya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 
e. Penilaian atas manfaat dan kebcrhasilan kcbijaken, 

pelaksanaan program dan kegiatan; dan 
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di 

Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa. 

Pasal 6 

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap : 
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten; 
b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan pemerintahan 

Desa, dan 
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. · 

Pasal 5 

(2) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas selain tugas 
pengawasan, mendapat pernbinaan dar: Sckretaris Daerah 
Kabupaten. 

(l) Irspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan 
bertanqqunq jawah kr'p<-icfa Bup;1ri. 

Pasal 4 

Pengawasan Pelaksanaan urusan Perner.ntahan di Daerah 
rneliputi : 
a. Pembinaan atas petaksanaan urusan p:::ncrintahan di Doerzih 

Kabupatcn dan Desa; don 
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan 

Pemerintahan Desa. 

Pasal 3 



(1) Pirr.pinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kabupaten, Pemeirntahan Desa/Kelurahan wajlb 
melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. 

(2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas 
petaksanaan t,ndak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat 
Jenderal dan Inspektorat Propinsi di Ungkungan Kabupaten. 

(3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pemeirntahan Daerah 
Kabupaten, Pemerlntahan Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan 
hukcman disiplin berdasarkan Peratauran Perundang 
undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tldak 
melaksanakan tlndak lanjut hasil pemeriksaan. 

(4) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pengawasan di Tlngkat Kabupaten. 

Bagian Keempat 
Pasal 11 

Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah wajib mempedomani Rencana Pengaw3san Tahunan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8. 

Pasal 10 

( 1) Inspektur Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan 
pengawasan di Tlngkat Kabupaten. 

(2) Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yang akan 
melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan 
kedatangannya kepada Inspektur xabupateo. 

(3) Inspektur Kabupaten dapat memerintahkan Pejabat 
lnspektorat Kabupaten untuk mendampingi Aparat 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Bagian Ketiga 
Pasal 9 

(~) ?2:;yusu:.2J~ Rencena Kerja ?engawasan Tahunan atas 
~e·yelenggaraan Pernerintahan DJc,an KabupJlcn dan 
Perncrintahan Or•,:;;:i/K('lur.-1h,m dil.ik: • .11 i..1k..111 old I J 11:.;peklur 
Kabupaten setrap tahun. 

(2.) Penvusunan Rencana kerja Pengawasan Tahunan Kahuoaten 
dilakukan rl~l<1m r;111qk,1 "001di11d~1 l\:119awasan denyan 
Insoektur Propinsi dan Aparat Penqawasan Internal 
Pemerintah lainnva. 

Pasal 8 



( 1) Inspektorat Kabupaten diisi oleh Pejabat-Pejabat yang jl.Jjur, 
bersih dari permasalahan, inovatif dan konstrutif sehingga 
mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas. 

Pasal 16 

Inspektur Kabupaten diangkat oleh Bupati dari pejabat Kabupaten 
yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah 
berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal se'lingga mampu 
melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Pasat 15 

(1) Inspektorat Kabupaten .. dlsedlakart dana operasional yang 
cukup dart Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga 
dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

(2) Pejabat Inspektorat Kabupaten dtsedtakan dana untuk 
pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam rangka 
peningkatan kapasitas. '. 

(3) Insperktorat Kabupaten perlu dibekali dengan peralatan kerja 
yang cukup dan sesuai bidang tugasnya sehingga mampu 
memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan secaraa cepat, 
tepat dan akurat. 

BAB III 
PENGANGGARAN DAN SARAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

Inspektorat Kabupaten dalarn penvelenqqaraan penqawasen 
pelaksanaan urusan Perneirntahan di Daerah berpedoman pada 
norma: 
a. Oovektlf Profesional, Independen dan tidak mencari-cari 

kesalahan; 
b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang 

berkesinambunga. 
c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat 

dan tepat; 
d. Mendidik dan dinamls. 

Baqran Kelima 
Pasal 13 .. 

( 1) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran 
data tindak lanjut hasil penqawasan atas P,~nyclenu9c1r<.1dr1 
Pemerintahan Daerah Kabupaten. 

(2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data · Tindak t.anjut Husil 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) dapat 
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalarn setahun. 

Pasal 12 . 



Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintabkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Serita Acara 
Kabupaten Jembrana. 

Pasal 18 

BAB V 
i<1: I ENTUAN P[NUTUP 

(1) Memberlakukan sebutan Inspektur Kabupaten untuk keoata 
Sadan Pengawasan Daerah (KABAWASDA) dan Inspektur 
Pembantu pada Kepala Bidang di Lingkungan Badan 
Pengawasan Daerah Kabupaten. 

(2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kabupaten untuk Sadan 
Pengawas Daerah Kabupaten; 

(3) Peraturan Bupati ini mendahului sebelurn ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten; 

( 4) Oengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh 
Peraturan / Ketentuan bidang pengawasan yang tidak sesuai 
atau bertentangan dinyatakan tidak bertaku. 

Pasat 17 

BAB IV 
KETENTUAN PERAUHAN 

(2) Pejabat-Pejabat sebagaimana dlmaksud pada ayat {1) dalam 
waktu tertentu tidak dimutasi ke lain unit / satuan kerja 
kecuali dipromosikan. 


